BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A.Profil DP3AP2KB Kota Bengkulu
1. Tentang DP3AP2KB kota Bengkulu

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan dan
perempuan anak pengendalian penduduk dan keluarga
berencana (DP3AP2KB) terletak di jalan Museum No. 06
kelurahan jembatan kecil kota Bengkulu, berdiri di atas lahan
seluas 800m2, sebelum Otonomi Kantor ini masih bergabung
dengan BKKBN dan setelah otonomi daerah mulai berdiri
sendiri di bawah naungan pemerintahan kota bengkulu.#’

Pada tahun 2014 kantor ini masih bernama
pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga
berencana (BPMPKB) kemudian pada tahun 2015 berubah
menjadi badan pemberdayaan masyarakat perempuan anak
dan keluarga berencana (BPMPPAKB) Pada tahun 2016
berdasarkan peraturan daerah kota bengkulu Nomor 10
tahun 2016 dan peraturan wali kota bengkulu Nomor 43
tahun 2016 berubah menjadi Dinas pemberdayaan
perempuan perlindungan Anak pengendalian penduduk dan
keluarga berencana (DP3AP2KB) dan pada akhirnya pada
tahun 2021 berdasarkan peraturan daerah Kota Bengkulu

Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan
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daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bengkulu
maka berubah menjadi Dinas Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk keluarga
Berencana Kota Bengkulu (DP3AP2KB) sampai sekarang.>
Tujuan  terbentuknya  Dinas  pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk
keluarga berencana kota Bengkulu adalah untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan
urusan - pemerintah daerah pemberdayaan perempuan
pemberdayaan masyarakat perlindungan anak dan keluarga
berencana yang meliputi pemberdayaan masyarakat
pemberdayaan perempuan perlindungan anak keluarga
berencana UPTD PPA dan kelompok jabatan fungsional.
2. Visi dan Misi DP3AP2KB
Adapun visi dan misi pada dinas pemberdayaan

perempuan dan perlindungan Anak pengendalian penduduk
keluarga berencana (DP3AP2KB) Visi dan Misi:
a. Visi

Menuju Masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan

Masyarakat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.
b. Misi

1) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam

kesetaraan dan keadilan gender
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2) Meningkatkan Kesejahteraan, Perlindungan terhadap
hak perempuan dan anak

3) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana untuk
mengoptimalkan pengendalian laju pertumbuhan
penduduk

4) Meningkatkan system data gender dan anak

5) Meningkatkan perlindungan khusus anak

3. Struktur Organisasi DP3AP2KB
Susunan Dinas Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak pengendalian penduduk keluarga

berencana kota Bengkulu ada pada tabel dibawah ini:5!
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TABEL 3.1
Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Bengkulu Tahun 2025

KEPALA DINAS
Gk. Dewi Dharma, M. Si

Sekretaris

Fungsional =1 vasdawita, SE. M. Si

Koordinator Sub Substansi
|—  Penyusunan Program

Resti Randa K, M. Ap

Subag Umum dan
| Kepegawaian
Ersi Julaili, S. Pt

Koor Sub. Keuangan
Heni Julianty, SH

I I I 1
Bidang Pengendalian Ei‘dﬁr?g KELUHTQ: BE_fEthCﬁﬂﬁ‘
etahanan dan Kesejahteraan
Bidang Pemberdayaan Bidang Perlindungan Anak| pezgﬁdsgnpeenéukl:ﬁan Keluarga !
Masyarakat dan Perempuan Aidil Fitrio, S.STP A ) gg_ Miliarti. SE
Afriyanita, S.Pt Hesti Damy;\rtl, SE.MM l ,
I Koor Sub. Adpokasi Koor Sub. Jaminan KB
i dan Penggerakan - .
Koordinator Sub. Zainuddin, SH Maidia Zarmis, S.Sos
Koor Sub. Pemberdayaan Perlindungan Anak inuddin,
Masyarakat Junita, S.So0s T T
Irsa Mayani, S. Sos
Koor Sub. Penyuluhan
] dan Pendayagunaan K}gor ?”b' Peénbn;(agn
| PLKB dan Kader KB esetaraan Ber-
. Py Ratna Wati, S.Sos
Koor Sub. Pelembagaan Dra. Zievy Apriyani
Koor Sub. dan Pemenuhan Hak Anak r /
Pengurusutamaan Gender Sri Kurniati, SH
Eva Suswita, S.50s Klon%frﬁgs'ileé‘lj:;d:" Koor Sub. Ketahanan dan
UPTD ot eeluarg: Kesejahteraan Keluarga
Eka Wiyanti, SP Sylvia Ruska, SH
Koor Sub. Perlindungan Koor SUB. Pengelolahan
dan Peningkatan Data dan Informasi Anak
Kulalitas Hidup
Perempuan
Susilowati

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Bengkulu Tahun 2025.
4. Jumlah Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga kerja di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota
Bengkulu berasal dari disiplin ilmu/latar belakang
pendidikan untuk lebih jelasnya bisa di lihat di tabel

sebagai berikut:>2
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TABEL 3.2
SDM Aparatur DP3AP2KB Kota Bengkulu

No | Tingkat Pendidikan | Bidang Keilmuan Jumlah
(Orang)

1 | Magister (52) S2 Ekonomi 5
S2 Administrasi Publik
S2 Pendidikan

2 | Sarjana (S1) S1 Ekonomi

S1 Hukum

S1 Administrasi
S1 Sosial

S1 Kesehatan
Masyarakat

S1 Apoteker

S1 Pertanian

S1 Peternakan
S1 Manajemen

R R PR NNWOO R R

Sumber Data: SDM Aparatur DP3AP2KB Kota Bengkulu.

B. Data Kasus Pendampingan Anak

Unit pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu mencatat tindak kekerasan
yang terjadi terhadap Anak di Kota Bengkulu berdasarkan hasil
rekapitulasi kasus tahun 2022-2024 yaitu sebanyak 77 kasus tindak
kekerasan dapat di lihat dari Tabel 3.3%3

5 Della Agustina, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Anak Kota Bengkulu, Wawancara, 11 Agustus 2025.
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Tabel 3.3
Data Kasus Korban Kekerasan Anak di UPTD PPA
Kota Bengkulu

NO Jenis Kasus 2022 2023 2024 Jumlah
1 Kekerasan seksual 26 22 2 50
2 Kekerasan fisik 3 2 1 6
3 | Penganiayaan 6 1 7
4 Pencabulan 3 5 6 14

Jumlahh 77

Sumber data: UPTD PPA (DP3AP2KB) Kota Bengkulu 2025

Dapat kita lihat dari data di atas bahwa kasus kekerasan
yang ada di UPTD PPA kota Bengkulu itu setiap tahunnya terus
meningkat, yang mana kasus kekerasan itu bermacam-macam
kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan, baik itu
kekerasan fisik, penganiayaan, pencabulan kekerasan seksual.
Maka dari itu anak yang menjadi korban kekerasan harus
mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan aturan yang mana
dalam perlindungan itu bukan hanya aparat penegak hukum saja
yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan pada korban
seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang upaya-upayanya.
Berdasarkan kenyataan diatas penelitian ini meneliti tentang
pelaksanaan perlindungan anak dalam UPTD PPA memberikan
perlindungan pada anak itu sudah sesuai apa belum, karena bentuk
perlindungan hukum itu merupakan bentuk kewajiban

pemerintah.>*
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